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KESETARAAN, KEADILAN, DAN KAPABILITAS: MEMBANGUN FONDASI 
POLITIK INKLUSIF DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA 

BERDASARKAN PEMIKIRAN FILOSOFIS MARTHA NUSSBAUM 
- Dr. Cicilia Damayanti - 

(Alumna Doktor Filsafat STF Driyarkara Jakarta) 
 
Politik adalah salah satu aspek yang tak 
terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. Hal 
ini mencerminkan cara negara atau masyarakat 
mengatur diri mereka sendiri dan mengambil 
keputusan bersama yang akan memengaruhi 
nasib bersama. Menurut Martha Nussbaum, 
seorang filsuf dari Amerika yang menjabat 
sebagai profesor di Universitas Chicago, politik 
harus berakar pada prinsip-prinsip keadilan, 
kesetaraan, dan kapabilitas dari masing-masing 
pribadi (Nussbaum, 2010, pp. 82-83). 
Nussbaum telah menjadi salah satu tokoh 
terkemuka dalam filsafat politik kontemporer, 
dengan karyanya yang mendalam dan relevan.  
 
Beberapa karya Nussbaum antara lain Political 
Emotions (2013), yang mengkaji hubungan 
antara emosi dan politik, memberikan wawasan 
tentang tantangan yang dihadapi oleh 
masyarakat multikultural dalam menjalankan 
sistem demokrasi. Kemudian dia juga menulis 
The Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at 
Our Political Crisis (2018) yang mengeksplorasi 
ketegangan politik dan sosial yang ada di dunia 
saat itu dan memberikan pemikiran tentang 
bagaimana kita dapat meresponsnya secara 
etis. 
 
Artikel ini akan menjelajahi konsep-konsep 
politik yang mendasari pemikiran Nussbaum 
dan menghubungkannya dengan situasi politik 
di Indonesia. Nussbaum memegang keyakinan 
kuat bahwa politik yang baik harus didasarkan 
pada prinsip keadilan yang merata, kesetaraan 
yang tidak dapat dikompromikan, dan 
pengembangan kapabilitas pribadi (Nussbaum, 
2011a, pp. 18-20). 
 
Pertanyaan-pertanyaan filosofis yang 
mendalam muncul seiring dengan eksplorasi 
konsep-konsep ini. Bagaimana kita dapat 

merumuskan makna sejati dari keadilan? 
Apakah kesetaraan bersifat absolut atau 
tergantung pada konteks? Bagaimana kita 
dapat mengukur kapabilitas pribadi dan siapa 
yang seharusnya bertanggung jawab atas 
pengembangan kapabilitas mereka? 
 
Selain itu, artikel ini akan membahas tentang 
signifikansi pendidikan politik dalam 
membentuk masyarakat yang adil, yang sejalan 
dengan pemikiran Nussbaum. Pendidikan 
politik menjadi elemen kunci dalam proses 
pembentukan masyarakat yang lebih sadar 
akan hak-hak pribadi dan prinsip-prinsip 
demokrasi. 
 
Artikel ini juga akan mengeksplorasi pemikiran 
Nussbaum secara lebih mendalam. 
Menganalisis konsep-konsepnya yang 
memengaruhi politik. Kemudian mencari cara 
untuk mengaplikasikannya dalam konteks 
Indonesia yang memiliki dinamika politiknya 
sendiri. Melalui pemahaman ini, kita berharap 
dapat memberikan pandangan yang lebih jelas 
tentang bagaimana prinsip-prinsip filosofis 
dapat membantu mewujudkan masyarakat 
yang lebih adil dan demokratis di Indonesia. 
 
POLITIK SEBAGAI CERMIN KEADILAN, 
KESETARAAN, DAN KAPABILITAS 
Martha Nussbaum menghadirkan pandangan 
yang mendalam tentang politik sebagai cermin 
bagi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan 
kapabilitas pribadi. Konsep sentralnya tentang 
kapabilitas (capability) adalah kemampuan 
dasar yang harus dimiliki oleh pribadi agar 
dapat mencapai kehidupan yang layak 
(Nussbaum, 2001, pp. 12-13). Konsep ini 
mencakup seperangkat keterampilan, 
kapabilitas, dan kesempatan yang melebihi 
sekadar hak-hak formal atau kebebasan formal. 
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Kapabilitas, menurut Nussbaum, adalah alat 
untuk mewujudkan kebebasan nyata pribadi 
(Nussbaum, 2011a, p. 18). 
 
Pengertian kapabilitas di sini tidak hanya 
berkaitan dengan hak-hak yang dijamin oleh 
undang-undang atau peraturan formal, 
melainkan juga mencakup kemampuan praktis 
yang memungkinkan seseorang untuk 
menjalani kehidupan bermakna dan meraih 
potensi penuhnya sebagai manusia. Kapabilitas 
menciptakan landasan yang memungkinkan 
pribadi untuk berpartisipasi aktif dalam 
masyarakat, mengambil keputusan, dan 
mencapai berbagai tujuan pribadi dan sosial 
(Alexander, 2008, pp. 20-25). 
 
Konsep kapabilitas Nussbaum juga 
menekankan pentingnya kesetaraan akses 
terhadap kapabilitas ini. Baginya, penting 
bahwa semua pribadi, tanpa memandang latar 
belakang sosial atau ekonomi mereka, memiliki 
akses yang setara terutama dalam hal 
pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan 
yang merata (Nussbaum, 2011b, pp. 19-20; 
Nussbaum, 2009, 2011). Dalam konteks politik, 
hal ini mengharuskan pemerintah dan 
masyarakat untuk bekerja bersama-sama untuk 
menciptakan kondisi yang memungkinkan 
setiap pribadi untuk mengembangkan dirinya. 
 
Menurutnya, politik seharusnya bertujuan untuk 
meningkatkan kapabilitas pribadi. Namun, 
kapabilitas yang dimaksud olehnya jauh lebih 
dari sekadar hak-hak formal. Kapabilitas adalah 
seperangkat kapabilitas yang mendasar, yang 
harus dimiliki oleh pribadi agar dapat mencapai 
kehidupan yang layak (Nussbaum, 2011a, pp. 
19-20; Nussbaum, 2011).  
 
Dalam esensinya, kapabilitas menciptakan 
landasan nyata untuk kebebasan pribadi, 
melebihi sekadar kebebasan formal di atas 
kertas. Berikut merupakan kesepuluh kategori 
kapabilitas yang penting dalam pandangan 
Nussbaum, dan mencakup aspek-aspek vital 
dalam kehidupan pribadi (Nussbaum, 2011a, 
pp. 33-34, 2013a, 2022): (1) Hidup yang Sehat: 
kesempatan untuk akses ke layanan kesehatan 

berkualitas, sanitasi yang memadai, air bersih, 
dan nutrisi yang mencukupi. (2) Keterampilan 
Intelektual: kemampuan dan akses untuk 
belajar dan mengembangkan keterampilan 
intelektual melalui pendidikan berkualitas, 
literasi, dan akses ke pengetahuan. (3) 
Kemampuan Berbicara dan Berpikir Kritis: 
dalam hal ini mencakup kemampuan dan 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
diskusi, berdebat, dan berpikir kritis tentang 
isu-isu yang memengaruhi kehidupan. (4) 
Mengembangkan Kemampuan Emosional: 
setiap orang diharapkan dapat mengenali dan 
mengelola emosi, serta berinteraksi secara 
sehat dengan orang lain. (5) Menjalin Relasi 
dengan Sesama: kemampuan untuk 
membentuk hubungan sosial yang mendukung, 
mencakup kasih sayang, persahabatan, dan 
dukungan sosial.  
 
(6) Kesempatan Memilih dan Memengaruhi: 
setiap orang memiliki kesempatan yang sama 
untuk berpartisipasi dalam proses politik, 
seperti hak memilih dan memengaruhi 
kebijakan. (7) Mendapatkan Kesempatan untuk 
Bekerja: setiap orang berhak untuk 
memperoleh pekerjaan yang memberikan 
penghasilan yang mencukupi. (8) Kemampuan 
Bergerak dan Beraktivitas: setiap orang 
memiliki kesempatan untuk bergerak bebas, 
bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan 
fisik yang sehat. (9) Kesempatan Hidup dengan 
Martabat: hak yang adil dan perlakuan yang 
layak, serta perlindungan hukum yang setara. 
(10) Kesempatan untuk Memiliki Rasa 
Kebanggaan dan Harga Diri: setiap orang 
diberikan hak untuk memiliki rasa harga diri 
positif dan bangga dengan identitas dan budaya 
sendiri. 
 
Kesepuluh kategori kapabilitas ini saling terkait 
dan saling mendukung. Mencapai kapabilitas 
dalam satu kategori seringkali memungkinkan 
perkembangan kapabilitas dalam kategori 
lainnya (Nussbaum, 2011a, p. 18; Nussbaum, 
2011). Dalam konteks Indonesia yang 
kompleks, pemahaman ini dapat membantu 
membentuk dasar untuk kebijakan politik yang 
lebih inklusif dan berkeadilan (Jesica, 2023). 
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Mendalami konsep politik Martha Nussbaum 
mengundang kita untuk merenungkan makna 
sejati dari keadilan. Keadilan adalah salah satu 
prinsip mendasar dalam politik, tetapi 
seringkali pemahaman tentang keadilan bisa 
sangat bervariasi. Bagaimana kita dapat 
merumuskan makna sejati dari keadilan? 
 
Keadilan, dalam konteks pemikiran Nussbuam 
tidak hanya sebatas pemberian hak-hak formal 
kepada pribadi. Keadilan juga mencakup aspek 
kapabilitas pribadi untuk mencapai kehidupan 
yang layak (Nussbaum, 2009, p. 40). Bagi 
Nussbaum, suatu masyarakat yang adil bukan 
hanya menjamin hak-hak formal, tetapi juga 
menciptakan kondisi yang memungkinkan 
setiap pribadi untuk mengembangkan potensi 
penuh mereka. Keadilan adalah tentang 
memastikan bahwa semua orang memiliki 
kesempatan yang setara untuk mencapai 
kapabilitas mereka (Nussbaum, 2001, 2011a, 
2019, pp. 30-35). 
 
Kemudian, apakah kesetaraan bersifat absolut 
atau tergantung pada konteks. Konsep 
kesetaraan dalam politik adalah hal yang 
sangat penting, tetapi bagaimana kita harus 
memahami kesetaraan? Nussbaum 
mengajukan argumen bahwa kesetaraan tidak 
harus diartikan sebagai perlakuan yang sama 
bagi semua pribadi. Sebaliknya, kesetaraan 
harus dipahami sebagai upaya untuk 
menghapus ketidaksetaraan yang tidak adil 
dalam akses terhadap kapabilitas (Nussbaum, 
2002, 2011a, p. 40). Dalam konteks Indonesia 
yang beragam, pemahaman ini mengharuskan 
kita untuk mempertimbangkan berbagai latar 
belakang dan kondisi yang berbeda-beda. 
Kesetaraan di sini bukanlah tentang penegasan 
absolut, melainkan tentang penciptaan kondisi 
yang setara bagi semua pribadi untuk 
mengembangkan kapabilitas mereka sesuai 
dengan potensi masing-masing (Dewi, 2022; 
Hilal, 2019; Yasa1 et al., 2021). 
 
Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah 
siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas 
pengembangan kapabilitas pribadi. 
Pemahaman Nussbaum menekankan bahwa 

tanggung jawab untuk menciptakan kondisi 
yang memungkinkan perkembangan kapabilitas 
pribadi adalah tanggung jawab bersama 
pemerintah, masyarakat, dan pribadi itu sendiri 
(Nussbaum, 2009, 2011). Dalam konteks 
Indonesia, pemerintah memiliki peran kunci 
dalam menyediakan akses dan kesempatan 
yang setara, sementara masyarakat dan pribadi 
memiliki tanggung jawab untuk 
mempromosikan kesadaran akan hak-hak dan 
kapabilitas ini, serta berpartisipasi dalam 
proses politik untuk menciptakan perubahan 
positif (Baghi, 2015; Ramadhani et al., 2023). 
 
Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang 
konsep-konsep ini, kita akan memahami 
bagaimana politik menjadi sarana untuk 
mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, 
kesetaraan, dan kapabilitas dalam konteks 
Indonesia yang beragam. Eksplorasi 
selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip 
mendasar politik, khususnya mengenai 
keadilan dan kesetaraan, yang menjadi prinsip-
prinsip mendasar politik. 

 
KEADILAN DAN KESETARAAN: PRINSIP-
PRINSIP MENDASAR POLITIK  
Dalam pemikiran politik Martha Nussbaum, 
prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan 
merupakan dua pilar utama yang membentuk 
dasar pemahamannya tentang makna politik itu 
sendiri. Baginya, politik yang bermakna adalah 
politik yang menekankan perlindungan hak 
asasi manusia, memastikan kesetaraan di 
hadapan hukum, dan mempromosikan 
perlakuan yang adil bagi semua pribadi 
(Nussbaum, 2011, p. 25). Namun, ketika kita 
memasuki wilayah abstrak ini, pertanyaan 
filosofis akan sangat kompleks dan menggugah 
pemikiran. 
 
Salah satu pertanyaan mendasar yang terus 
diperdebatkan dalam filsafat politik: Apakah 
keadilan bersifat objektif atau subjektif? 
Pertanyaan ini mengajak kita merenungkan 
apakah terdapat standar universal yang dapat 
digunakan untuk menentukan apa yang adil, 
ataukah konsep keadilan ini bergantung pada 
pandangan, nilai-nilai, dan konteks pribadi. 
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Bagi Nussbaum, keadilan bersifat objektif 
dalam arti bahwa ada beberapa standar 
fundamental yang berlaku universal, seperti 
perlindungan hak asasi manusia, yang 
seharusnya tidak ditentang oleh pandangan 
atau budaya apa pun (Indrajaya, 2019, p. 110; 
Nussbaum, 2003, p. 763). 
 
Di Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan 
politik masih menghadapi berbagai tantangan. 
Kontroversi seputar penerapan hukum yang adil 
dan perlindungan hak asasi manusia terus 
menjadi isu yang kompleks (Jesica, 2023; Yasa1 
et al., 2021). Dalam kerangka pemikiran 
Nussbaum, penting bagi kita untuk 
merenungkan pertanyaan lebih lanjut: 
Bagaimana kita dapat mencapai konsensus 
tentang apa yang adil dalam masyarakat yang 
sangat beragam seperti Indonesia? Di sini, 
konsep kesetaraan muncul sebagai landasan 
penting. Kesetaraan di hadapan hukum, di 
mana semua warga memiliki hak yang sama 
untuk diperlakukan dengan adil, adalah prinsip 
yang harus dijunjung tinggi. 
 
Namun, Nussbaum juga menyoroti pentingnya 
pemahaman multikultural dalam konteks 
politik. Pemikirannya menjadi relevan terutama 
di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan 
keragaman budaya dan etnis. Nussbaum 
berpendapat bahwa penting untuk mengajarkan 
tentang keragaman sejak dini, sehingga setiap 
pribadi dapat mengembangkan pemahaman 
yang lebih mendalam tentang budaya lain dan 
melihat nilainya (Deigh, 2004; Nussbaum, 
2002, 2013a). Dalam masyarakat multikultural 
seperti Indonesia, pemahaman tentang budaya 
lain bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga 
tentang membangun hubungan yang lebih baik 
antarbudaya, yang pada gilirannya dapat 
berkontribusi pada masyarakat yang lebih 
harmonis dan adil. 
 
Tidak hanya itu, pemahaman multikultural juga 
dapat memperkaya perspektif kita dalam 
politik. Mengapa kita perlu mempelajari 
setidaknya salah satu budaya dari bangsa lain? 
Karena melalui pemahaman budaya lain, kita 
dapat menggali beragam sudut pandang, solusi 

kreatif, dan berbagai pendekatan untuk 
masalah politik. Belajar tentang budaya lain 
sangat penting dalam konteks globalisasi saat 
ini, di mana kolaborasi lintas budaya dan 
pemahaman yang mendalam tentang berbagai 
konteks politik menjadi semakin penting. 
 
Memahami multikulturalisme memiliki arti yang 
sangat besar bagi Indonesia. Hal ini dapat 
memperkuat kerangka politik yang 
menciptakan kesetaraan, melindungi hak asasi 
manusia, dan mempromosikan keadilan. 
Dengan merenungkan prinsip-prinsip mendasar 
ini, kita dapat mendekati tantangan politik di 
Indonesia dengan cara yang lebih bijak dan 
berlandaskan pada nilai-nilai universal yang 
menentukan masa depan lebih baik bagi semua 
warga negara, tanpa memandang latar 
belakang budaya atau etnis mereka. 
 
Nussbaum, sebagai seorang kosmopolitan, 
memandang politik sebagai alat untuk 
mencapai kesejahteraan manusia yang lebih 
besar, tanpa memandang batas-batas nasional 
atau perbedaan budaya. Pemahaman 
kosmopolitanisme dalam konteks pemikiran 
Nussbaum merupakan hal yang penting bagi 
Indonesia karena dapat membantu kita 
menghadapi tantangan politik dalam 
masyarakat yang semakin terglobalisasi 
(Nussbaum, 2011a, p. 93). 
 
Asal-usul kata kosmopolitan sendiri berasal 
dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata: 
kosmou yang berarti dunia, dan polites yang 
berarti warga negara. Dalam pemikiran 
Nussbaum, kosmopolitanisme adalah 
pandangan yang menganggap bahwa semua 
pribadi adalah warga negara dunia, bukan 
hanya warga negara dari satu negara tertentu 
(Nussbaum, 2011a, p. 94). Dalam hal ini, 
semua manusia, tanpa memandang asal-usul 
mereka, memiliki hak yang sama untuk 
dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara 
adil. 
 
Dalam konteks Indonesia yang kaya akan 
keragaman budaya dan etnis, konsep 
kosmopolitanisme menjadi semakin penting. 
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Mengadopsi perspektif kosmopolitan dalam 
politik berarti mengakui bahwa keadilan dan 
kesetaraan harus diterapkan secara universal, 
tanpa memandang etnis, agama, atau budaya. 
Konsep ini tidak hanya tentang toleransi 
terhadap perbedaan, tetapi juga merangkul 
keragaman sebagai sumber kekayaan dan 
kemajuan. 
 
Pemahaman multikultural dan 
kosmopolitanisme sangat penting bagi 
Indonesia. Sebab, dapat membangun fondasi 
yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang 
adil dan inklusif. Konsep ini bukan hanya 
tentang mencapai keadilan politik, tetapi juga 
tentang memperluas keadilan sosial dan 
ekonomi kepada semua lapisan masyarakat, 
terlepas dari latar belakang budaya atau etnis 
mereka. Hal ini juga memungkinkan Indonesia 
untuk berperan aktif dalam panggung dunia, 
berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan 
global seperti perdamaian dunia dan 
pembangunan berkelanjutan (Mempercepat 
Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem Di 
Indonesia, 2022). 
 
Dengan demikian, pemahaman yang lebih 
mendalam tentang konsep kosmopolitanisme 
dalam pemikiran politik Nussbaum dapat 
membantu Indonesia menavigasi tantangan 
politik yang semakin kompleks dan 
terglobalisasi. Kosmopolitanisme dan 
multikulturalisme merupakan panggilan untuk 
kita semua, sebagai warga dunia, untuk bersatu 
dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, 
berkeadilan, dan harmonis, di mana semua 
pribadi, dari berbagai budaya dan latar 
belakang, dapat hidup dengan martabat dan 
hak-hak yang dihormati. 
 
Dari pemahaman terhadap konsep 
multikulturalisme, kosmopolitanisme, dan 
prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan dalam 
politik, kita dapat mengidentifikasi kerangka 
yang kokoh untuk memandu perjalanan 
Indonesia menuju politik yang lebih inklusif. 
Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih lanjut 
bagaimana konsep kesetaraan dapat menjadi 
landasan untuk menciptakan politik yang 

memperhitungkan semua warga negara, 
terlepas dari latar belakang budaya atau etnis 
mereka. Dengan demikian, kita akan 
memahami bagaimana Indonesia dapat 
mengatasi tantangan politiknya dengan 
pandangan yang lebih luas, mendukung 
keberagaman, dan mengupayakan keadilan 
yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan 
masyarakat. 
 
KESETARAAN: MENUJU POLITIK YANG 
INKLUSIF 
Kesetaraan adalah konsep lain yang sering 
dihubungkan dengan keadilan dalam politik. 
Kesetaraan yang inklusif, dalam konteks 
pemikiran Martha Nussbaum, merujuk pada 
konsep di mana setiap warga negara memiliki 
hak yang sama dalam pengambilan keputusan 
politik dan akses yang adil terhadap sumber 
daya politik, tanpa memandang latar belakang 
budaya, etnis, gender, atau status ekonomi 
mereka (Nussbaum, 2016, p. 68). Kesetaraan 
merupakan fondasi penting dalam upaya 
membangun politik yang benar-benar 
demokratis dan merata. Namun, pertanyaan 
filosofis yang muncul adalah apakah 
kesetaraan seperti ini dapat dicapai dalam 
masyarakat yang sangat beragam seperti 
Indonesia, ataukah ada faktor-faktor yang 
membatasi akses ke kesetaraan politik? 
 
Martha Nussbaum, dalam pemikirannya, 
mengadopsi pandangan John Rawls tentang 
keadilan sebagai salah satu panduan utama 
dalam memahami konsep kesetaraan. John 
Rawls, seperti dikutip oleh Nussbaum, 
mengemukakan bahwa keadilan sosial dapat 
dicapai melalui prinsip-prinsip politik yang 
terbuka agar menjadi overlapping consensus 
atau kesepakatan berdasarkan kesamaan 
dalam perbedaan. Dalam konsep ini, pribadi 
dengan berbagai pandangan dan nilai dapat 
mencapai kesepakatan tentang prinsip-prinsip 
keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, 
terlepas dari perbedaan latar belakang mereka 
(Nussbaum, 2019, p. 243). 
 
Untuk mencapai kesetaraan yang inklusif, 
terutama di Indonesia yang multikultural, kita 
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perlu mengadopsi pendekatan yang holistik. 
Untuk mencapai tujuan ini bukan hanya tentang 
masalah hukum, tetapi juga masalah budaya 
dan sosial yang lebih mendalam. Pertama, kita 
perlu memastikan bahwa hukum dan peraturan 
yang mendukung kesetaraan 
diimplementasikan secara adil dan tidak 
diskriminatif. Hal ini melibatkan reformasi 
hukum, perubahan kebijakan, dan penegakan 
hukum yang kuat (Baghi, 2015; Mulyani, 2023, 
p. 57; Sudarno, 2022; Yasa1 et al., 2021). 
 
Namun, kesetaraan yang inklusif juga harus 
dibangun dari bawah ke atas. Dalam hal ini, 
kesetaraan mencakup pendidikan dan 
kesadaran publik yang lebih baik tentang hak-
hak politik dan fasilitas kesehatan yang 
memadai bagi setiap warga negara. Kita perlu 
memastikan bahwa semua warga negara 
memiliki akses yang sama ke pendidikan politik 
dan ikut berpartisipasi dalam proses politik. 
Tindakan ini dapat mengatasi ketidaksetaraan 
ekonomi dan sosial yang dapat menghambat 
akses ke kesetaraan politik. 
 
Selain itu, penting untuk mempromosikan 
dialog antarbudaya yang lebih baik dan 
menggali keragaman sebagai sumber kekayaan 
dalam politik. Dialog antarbudaya melibatkan 
pendekatan kosmopolitan dan multikultural. 
Kita perlu menghormati berbagai budaya dan 
nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat 
Indonesia, sambil memastikan bahwa semua 
pribadi memiliki hak yang sama dalam 
pengambilan keputusan politik. 
 
Dalam konteks Indonesia yang multikultural, 
mencapai kesetaraan politik yang inklusif 
memerlukan komitmen bersama dari 
pemerintah, masyarakat, dan pribadi. Hal ini 
melibatkan upaya untuk mengatasi 
ketidaksetaraan yang ada, mengedukasi 
masyarakat tentang hak-hak politik, dan 
merangkul keragaman sebagai aset yang 
memperkaya politik di Indonesia (Baghi, 2015; 
Dewi, 2022; Sudarno, 2022). Dengan 
pendekatan yang holistik ini, kita dapat 
membangun fondasi politik yang lebih inklusif, 
di mana setiap warga negara memiliki peran 

yang sama dalam menentukan masa depan 
bangsa. 
 
Selain itu, dalam konteks masyarakat yang 
sangat beragam seperti Indonesia, penting 
untuk mengenali bahwa kesetaraan politik juga 
mencakup pengakuan terhadap hak-hak 
minoritas dan kelompok yang rentan. Hal ini 
melibatkan perlindungan terhadap hak-hak 
etnis, agama, gender, dan kelompok-kelompok 
yang mungkin memiliki pandangan atau 
kebutuhan khusus. Sebagai negara yang 
pluralistik, Indonesia memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa semua kelompok 
tersebut dapat berpartisipasi dalam politik 
tanpa hambatan atau diskriminasi. 
 
Dalam upaya mencapai kesetaraan politik yang 
inklusif, kita juga harus mempertimbangkan 
pentingnya partisipasi aktif masyarakat sipil. 
Aktivitas masyarakat sipil, termasuk kelompok 
advokasi, LSM, dan gerakan sosial, dapat 
memainkan peran penting dalam mengawasi 
pemerintah, mempromosikan perubahan 
kebijakan yang lebih adil, dan memastikan 
bahwa hak-hak warga negara dilindungi. 
Indonesia telah melihat banyak contoh di mana 
peran aktif masyarakat sipil berdampak positif 
pada politik dan masyarakat (Baghi, 2015; 
Christmas, 2021). 
 
Dalam menghadapi tantangan politik yang 
semakin kompleks dan dinamis, pemahaman 
tentang kesetaraan politik yang inklusif menjadi 
semakin penting. Inkusifitas merupakan upaya 
untuk menciptakan politik yang lebih 
demokratis, adil, dan merata. Di mana suara 
semua warga negara dihormati dan diakui. 
Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang 
mencakup reformasi hukum, pendidikan politik, 
dialog antarbudaya, dan partisipasi aktif 
masyarakat sipil, Indonesia dapat menuju ke 
arah politik yang lebih inklusif dan mewujudkan 
visi Martha Nussbaum tentang masyarakat yang 
didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan 
kapabilitas pribadi (Nussbaum, 2011a, pp. 18-
20; Sudarno, 2022; Yasa1 et al., 2021). Cita-cita 
bangsa Indonesia untuk mencapai kesetaraan 
dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai 
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pandangan dan nilai yang ada di dalam 
masyarakatnya untuk mencapai keadilan 
sosial. 
 
Dari pemahaman terhadap konsep 
multikulturalisme, kosmopolitanisme, prinsip-
prinsip keadilan Martha Nussbaum, dan 
kesetaraan politik yang inklusif dalam politik, 
kita dapat mengidentifikasi kerangka yang 
kokoh untuk memandu perjalanan Indonesia 
menuju politik yang lebih inklusif. Selanjutnya 
pendidikan politik sangat penting untuk 
mengajak setiap warga negara agar memiliki 
kesadaran politik dalam memahami hak-hak 
dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. 
Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang 
politik, setiap warga negara dapat lebih efektif 
berpartisipasi dalam proses politik, mengawasi 
pemerintah, dan memperjuangkan keadilan 
dan kesetaraan dalam masyarakat yang 
semakin kompleks ini. 
 
PENDIDIKAN POLITIK: MENGEMBANGKAN 
WARGA NEGARA YANG SADAR POLITIK 
Pendidikan politik adalah instrumen krusial 
dalam mewujudkan politik yang berdasarkan 
pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan 
kapabilitas. Namun, dalam konteks pemikiran 
Martha Nussbaum, pertanyaan filosofis yang 
muncul adalah bagaimana kita dapat 
mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis 
tentang politik dan apakah pendidikan politik 
seharusnya berfokus pada pemahaman sistem 
politik yang ada atau juga melibatkan 
pembelajaran nilai-nilai politik yang mendasar? 
 
Martha Nussbaum mengadopsi konsep yang 
diperkenalkan oleh John Rawls tentang 
liberalisme politis. Liberalisme politis 
mengusulkan bahwa kesetaraan politik dapat 
dicapai melalui prinsip-prinsip politik yang 
dapat diterima oleh beragam pandangan dan 
nilai dalam masyarakat. Dalam konteks 
pendidikan politik, ini berarti mengajarkan 
warga negara bagaimana berpartisipasi dalam 
proses politik dengan memahami perbedaan 
pandangan dan mencapai kesepakatan yang 
dapat diterima bersama (Nussbaum, 2011a, 
pp. 78-91, 2013b, pp. 128-129). 

Untuk Indonesia, peningkatan signifikan dalam 
pendidikan politik sangat mendesak. Kurikulum 
di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga 
pendidikan harus mencakup aspek politik yang 
lebih mendalam. Pendidikan politik yang efektif 
harus mengajarkan warga negara bagaimana 
berpartisipasi aktif dalam proses politik, 
bagaimana mengenali dan mengatasi 
ketidaksetaraan politik, serta bagaimana 
melindungi hak-hak politik mereka. Lembaga-
lembaga pendidikan, termasuk sekolah, 
universitas, dan lembaga pelatihan, perlu 
berperan aktif dalam memberikan pendidikan 
politik yang baik. Namun, peran masyarakat 
juga sangat penting. Semua pribadi, termasuk 
pemimpin masyarakat, harus memahami 
pentingnya pendidikan politik dan berkontribusi 
dalam memastikan bahwa pendidikan politik 
mencapai semua lapisan masyarakat, 
termasuk mereka yang mungkin memiliki akses 
yang terbatas (Baghi, 2015; Becker et al., 2015; 
Kulas et al., 2023; Rachels, 2021). 
 
Pendidikan politik yang efektif untuk 
masyarakat Indonesia harus mencakup 
pemahaman yang mendalam tentang sistem 
politik, nilai-nilai demokrasi, dan hak-hak 
politik. Dalam hal ini, pendidikan politik 
hendaknya dapat mempromosikan pemikiran 
kritis, etika politik, dan kesadaran akan peran 
pribadi dalam proses politik. Di samping itu, 
penting untuk memahami bahwa pendidikan 
politik tidak hanya terbatas pada lingkungan 
sekolah. Media, organisasi masyarakat sipil, 
dan program-program pendidikan informal juga 
dapat memainkan peran penting dalam 
meningkatkan kesadaran politik (Hameleers, 
2021; Morrison et al., 2021). 
 
Setiap warga negara Indonesia saat ini dituntut 
untuk “melek” politik. Hal ini tidak hanya akan 
memperkuat demokrasi, tetapi juga akan 
mengarah pada politik yang lebih berkeadilan 
dan setara. Setiap orang diajak untuk semakin 
terlibat dalam pendidikan politik, baik sebagai 
peserta maupun pendukung, dan untuk 
memastikan bahwa pendidikan politik 
mencakup semua lapisan masyarakat. Dengan 
begitu, kita dapat bersama-sama berkontribusi 
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pada perkembangan Indonesia yang lebih baik, 
yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan 
kesejahteraan bagi semua warga negara. 
 
Selain itu, penting untuk diingat bahwa 
pendidikan politik tidak hanya tentang 
pengetahuan, tetapi juga tentang 
pemberdayaan pribadi. Pendidikan politik 
menjadi salah satu cara untuk memberikan 
keterampilan dan keyakinan bagi setiap warga 
negara untuk berpartisipasi dalam politik 
dengan penuh percaya diri. Pendekatan yang 
inklusif dan berkelanjutan dalam pendidikan 
politik juga harus mengatasi ketidaksetaraan 
akses, terutama bagi mereka yang berada di 
daerah terpencil atau komunitas yang kurang 
mendapatkan perhatian (Sudarno, 2022; Yasa1 
et al., 2021). 
 
Bagi masyarakat Indonesia, pentingnya 
pendidikan politik sangat jelas. Dalam 
masyarakat yang semakin terhubung dan 
kompleks seperti sekarang, warga negara yang 
sadar politik adalah aset berharga. Mereka 
dapat membantu memastikan bahwa suara 
mereka didengar dalam proses pengambilan 
keputusan politik, mengawasi pemerintah 
dengan cermat, dan memperjuangkan hak-hak 
mereka. Dengan pendidikan politik yang baik, 
kita dapat menghindari konflik politik yang 
berkepanjangan dan bergerak menuju 
masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. 
 
Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk 
mendukung dan berpartisipasi dalam upaya 
pendidikan politik. Dukungan kita merupakan 
tanggung jawab bersama untuk memastikan 
bahwa pendidikan politik dapat diraih oleh 
setiap masyarakat Indonesia. Melalui tindakan 
ini, kita dapat bersama-sama menciptakan 
masa depan yang lebih baik, yang didasarkan 
pada keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif 
semua warga negara dalam politik. Dengan 
cara ini, demokrasi di Indonesia akan terus 
berkembang dan menciptakan manfaat bagi 
semua. 
 
Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan 
untuk memajukan pendidikan politik dengan 

memberdayakan warga negara Indonesia agar 
semakin “melek” politik, sehingga kehidupan 
demokrasi bagi keadilan yang merata di 
Indonesia dapat terwujud (Baghi, 2015; Dewi, 
2022; Mulyani, 2023; Ramadhani et al., 2023; 
Yasa1 et al., 2021; Zamrodah, 2016): (1) 
Reformasi Kurikulum Sekolah: dengan cara 
membuat perubahan dalam kurikulum sekolah 
di semua tingkatan pendidikan untuk 
memasukkan pendidikan politik yang lebih 
mendalam. Reformasi pendidikan ini mencakup 
pemahaman tentang sistem politik, nilai-nilai 
demokrasi, dan hak-hak politik.  
 
(2) Pelatihan Guru: sangat perlu untuk 
melakukan pelatihan rutin bagi guru agar 
mereka memiliki pemahaman yang baik tentang 
pendidikan politik dan dapat mengajar dengan 
efektif. Guru adalah kunci dalam menyebarkan 
pengetahuan politik kepada generasi muda. (3) 
Media Sosial Pendidikan Politik: kita dapat 
mendorong penggunaan media sosial untuk 
menyebarkan informasi dan pendidikan politik 
kepada masyarakat. Kampanye pendidikan 
politik yang terarah dan terpercaya dapat 
menjadi sumber pengetahuan yang efektif. (4) 
Pendidikan Politik di Masyarakat: pemerintah 
bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait 
dapat mengadakan program pendidikan politik 
di tingkat komunitas, seperti kelompok warga, 
desa, atau kecamatan. Tindakan ini dapat 
melibatkan diskusi kelompok, lokakarya, dan 
seminar sederhana tentang isu-isu politik lokal 
dan nasional.  
 
(5) Mendorong Partisipasi Aktif: dengan cara 
mengajak warga negara untuk berpartisipasi 
aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan 
umum, pemungutan suara, dan perdebatan 
politik. Hal ini dapat membantu mereka 
menerapkan pengetahuan politik yang telah 
mereka peroleh. (6) Mengintegrasikan 
Pendidikan Politik dalam Pendidikan 
Keagamaan: pemerintah dapat memasukkan 
pendidikan politik dalam kurikulum pendidikan 
keagamaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai 
politik yang mendasar seperti toleransi, 
pluralisme, dan partisipasi ditekankan dalam 
konteks agama. (7) Kerja Sama Antarlembaga: 
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hal ini dapat dilakukan dengan mendorong kerja 
sama antara lembaga-lembaga pendidikan, 
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan 
sektor swasta dalam upaya meningkatkan 
pendidikan politik. Kerja sama lintas sektor 
dapat menghasilkan sumber daya yang lebih 
besar dan efek yang lebih besar.  
 
(8) Evaluasi Berkala: seperti melakukan 
evaluasi berkala terhadap program pendidikan 
politik untuk memastikan efektivitasnya. 
Tindakan ini melibatkan pengumpulan umpan 
balik dari peserta pendidikan politik dan 
penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi 
tersebut. (9) Kampanye Kesadaran Politik: 
pemerintah dapat mengadakan kampanye 
nasional yang menekankan pentingnya 
kesadaran politik di kalangan masyarakat. 
Kampanye ini dapat melibatkan selebriti, tokoh 
masyarakat, dan pemimpin daerah untuk 
menciptakan dampak yang lebih besar. (10) 
Pendidikan Politik untuk Kelompok Rentan: 
pemerintah harus memastikan bahwa 
pendidikan politik juga mencakup kelompok-
kelompok rentan seperti perempuan, anak-
anak, dan komunitas minoritas. Pendekatan 
khusus harus digunakan untuk memastikan 
bahwa pendidikan politik mencapai semua 
lapisan masyarakat. 
 
Tindakan-tindakan tersebut merupakan 
langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan 
oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, 
lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan 
setiap orang, untuk memperkuat pendidikan 
politik di Indonesia. Dengan melibatkan seluruh 
masyarakat dalam upaya ini, kita dapat 
bersama-sama mencapai visi politik yang 
didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan 
partisipasi aktif semua warga negara. 
 
KESIMPULAN 
Dalam perjalanan menuju kemajuan sebagai 
bangsa, Martha Nussbaum telah menghadirkan 
pandangan berharga tentang politik yang 
mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, 
kesetaraan, dan kapabilitas. Fondasi pemikiran 
politiknya terletak pada kesepuluh kategori 
kapabilitas yang menjadi landasan bagi upaya 

membangun masyarakat yang lebih baik. Bagi 
Nussbaum, politik yang memiliki makna adalah 
politik yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapabilitas pribadi untuk mencapai kehidupan 
layak. Dalam pertanyaan filosofisnya, kita 
diajak untuk merenung tentang bagaimana 
menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan 
memiliki kapabilitas. 
 
Indonesia, sebagai bangsa yang kaya akan 
keragaman dan potensi, memiliki kesempatan 
besar untuk mencapai kemajuan yang luar 
biasa. Namun, untuk mewujudkan visi 
Indonesia Emas 2045 dan meraih kemajuan 
yang merata, kita harus menerapkan dengan 
sungguh-sungguh kesepuluh kategori 
kapabilitas Nussbaum di seluruh negeri. 
Tindakan ini tidak hanya untuk memastikan 
akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan dasar, tetapi juga melindungi hak 
asasi manusia dan memperkuat partisipasi 
politik semua warga negara. 
 
Pendidikan menjadi kunci utama dalam 
mewujudkan visi ini. Oleh karena itu, penting 
bagi pemerintah Indonesia untuk segera 
mereformasi sistem pendidikan. Sistem 
pendidikan yang kuat, inklusif, dan 
berkelanjutan akan memberdayakan warga 
negara dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif 
dalam proses politik dan ekonomi. Dengan 
reformasi pendidikan yang kokoh, kita akan 
menciptakan fondasi yang kuat untuk 
pembangunan berkelanjutan dan meraih 
kemajuan sebagai bangsa yang bersatu dalam 
beragam potensi yang dimiliki. 
 
Komitmen untuk menciptakan perubahan yang 
signifikan sangat dibutuhkan oleh bangsa 
Indonesia. Sekarang adalah momen yang tepat 
bagi bangsa ini untuk bersatu dalam menjamin 
pendidikan yang merata dan fasilitas kesehatan 
memadai yang tersedia di setiap wilayah tanah 
air, tanpa kecuali. Setiap warga negara 
Indonesia dituntut untuk melakukan gerakan 
bersama agar peduli terhadap masa depan 
bangsa. Gerakan ini menjadi kekuatan untuk 
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membentuk Indonesia yang adil, setara, dan 
berbudaya. 
 
Setiap orang dapat menjadi agen perubahan 
untuk menginspirasi dan merealisasikan cita-
cita bagi kemajuan bangsa Indonesia. 
Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat 
dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan 
memiliki sarana kesehatan yang memadai. 
Perubahan terutama dalam sistem pendidikan 
dan kesehatan merupakan langkah kunci untuk 
mencapai stabilitas politik. Sehingga cita-cita 
masyarakat adil makmur merata dapat 
terwujud di bumi Indonesia. 
 
Dengan persatuan, semangat, dan tindakan 
nyata, bangsa Indonesia akan mampu 
membentuk masa depan yang lebih baik. 
Sehingga menjadikan Indonesia Emas 2045 
bukan hanya sebagai impian, melainkan 
sebagai kenyataan yang diciptakan bersama-
sama. Setiap warga negara Indonesia dapat 
menjadi bagian dari perubahan positif demi 
tercapainya kehidupan politik Indonesia yang 
stabil, berlandaskan pendidikan dan pelayanan 
kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat 
Indonesia. *** 
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